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RENCANA AKSI DAERAH

PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN CIREBON

a.

TAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | ES
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender di  Daerah,
Pemerintah Daerah periu menyusun Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan
strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta
terukur pada setiap triwulannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender (RAD PUG) Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2020
perhu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007
Nomor 15, Seri Eb);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2015, Seri E.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomeor 9 Tahun 2016
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konkuren yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9,
Seri D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomer 12, Seri D.7);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1,

Seri E. 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018-2020



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2
-

10.

11.

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Cirebon sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang — menjadi
kewenangan Daerah;

Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cirebon;
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun;

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya
disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan;
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang
selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cirebon;
Gender adalah konsep vang mengacu pada pembedaan
peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan
yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan
sosial dan budaya masyarakat;

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam
menikmati hasil pembangunan;

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan,

Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara
sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan
khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi,
kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan
untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab
antara laki-laki dan perempuan;

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan

melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,



potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan
laki-laki;

14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG
adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan
perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender;

15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di
unit kerjanya masing-masing,

16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya
disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana
dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD
dan desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUEKAN
Pasal 2

RAD PUG Tahun 2018-2020 merupakan dokumen perencanaan
sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi
pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu
kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2018-2020 adalah untuk :
a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan
dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;

b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang
terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender
pada SKPD/unit kerja; dan

¢. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan
mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu
kesatuan integral pembangunan dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2018-2020 adalah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada
tahun 2018-2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok
Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan
lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi
dan karakteristik daerah.
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Pasal 5

(1) RAD PUG Tahun 2018-2020 meliputi penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi
pengarusutamaan gender, impelementasi perencanaan dan
penganggaran yang resposif gender dan optimalisasi
pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

(2) RAD PUG 2018-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan
gender pada Tahun 2018-2020.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 6

(1) RAD PUG Tahun 2018-2020 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a.

b.

Rencana Aksi, yvang memuat tindakan atau kegiatan yang
dijadikan sebagai aksi PUG;

Penanggungjawab, yang memuat Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan/atau kelompok kerja yang akan

melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung
terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;

Instansi terkait, yang memuat intansi / kelompok
kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan
mengkoordinasikan terhadap pelaksaaan dan pencapaian
aksi tersebut;

Kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus
diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari
pelaksanaan aksi tersebut;

Ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (output)
yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama
proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman
kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran
indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam
pelaksanaan aksi tersebut;

Ukuran keberhasilan, yang memuat target/sasaran yang
jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai
setiap triwulan, serta merupakan target proses
pencapaian (output) ukuran keberhasilan;

Persentase Capaian, yang memuat persentase (%)
capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang
diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang
bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing
aksti (self asessment);
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h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan
kendala setiap triwulannya dari masing-masing
pelaksanaan aksi.

(2) RAD PUG Tahun 2018-2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018-2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI CIREBON,
Ttd
3 SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 14 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON t
L} L]
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR  SERI



h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan
kendala setiap triwulannya dari masing-masing
pelaksanaan aksi.

(2) RAD PUG Tahun 2018-2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
| Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018-2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 September 2018

BUPATI CIREBON,
Ttd

. SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
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